PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN

BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN






A. Latar Belakang 
Pada dasarnya manusia disebut sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang 
tidak dapat hidup sendiri. Dikatakan makhluk sosial, karena manusia memiliki 
dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain, misalnya hidup 
berkelompok. Manusia hidup secara berkelompok karena memiliki kepentingan 
dan tujuan yang sama.  
Menurut Aristoteles manusia dianggap sebagai makhluk sosial (zoon            
politicon) yang bersifat alami, yaitu manusia ingin berkelompok dan 
beraspirasi dengan yang lain sekalipun dari asosiasinya itu tidak selalu 
memberi manfaat bagi diri manusia itu sendiri.
1
 
Negara Indonesia merupakan negara majemuk, maksudnya adalah 
masyarakat  Indonesia memiliki karakteristik dan beragam budaya yang berbeda. 
Dalam  suatu masyarakat majemuk ini sering kali dalam berinteraksi antara pihak 
yang satu dengan pihak yang lainnya memiliki perbedaan pendapat dan tujuan. 
Dalam hubungan antara dua subjek hukum, jika pihak yang satu dengan pihak 
yang lainnya memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan hukum, maka potensi 
timbulnya permasalahan sangat kecil,  karena dalam hubungan hukum tersebut 
didasari dengan tujuan yang baik, jika terjadi permasalahan hukum nantinya dapat 
diselesaikan dengan cara menempuh jalur kekeluargaan atau perdamaian di luar 
persidangan. Namun jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak yang 
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memiliki itikad yang tidak baik, tentu akan menimbulkan permasalahan hukum 
yang merugikan salah satu pihak lainnya. 
Jika terjadi permasalahan hukum karena salah satu pihak memiliki tujuan 
yang tidak baik, contohnya melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian yang 
sudah dibuat sebelumnya, maka dibutuhkan suatu upaya untuk mencegah adanya 
main hakim sendiri (eigenrichting). Upaya yang dapat dilakukan yakni diperlukan 
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara 
pihak yang satu dengan pihak lainnya agar didalam hubungan hukum yang ada 
dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tertib.
2
 
Suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak 
boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, namun harus diselesaikan 
melalui pengadilan. Namun sebelum melakukan penyelesaian melalui Pengadilan 
baiknya menerapkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian, karena jauh lebih 
efektif dan efisien. Upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian dilakukan di 
luar pengadilan. Bentuk penyelesaian melalui perdamaian yakni mediasi, 
konsiliasi, dan arbitrase.
3
 Peraturan tentang penyelesaian melalui perdamaian 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perkara melalui perdamaian 
mengandung beberapa keuntungan, diantaranya adalah penyelesaiannya bersifat 
informal, jangka waktu penyelesaiannya pendek, biaya ringan, tidak perlu aturan 
pembuktian, hasil yang dituju yakni sama-sama menang. Sebenarnya hukum acara 
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menghendaki perdamaian, dalam Pasal 130 ayat (1) HIR yang berbunyi “Jika 
pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka ketua pengadilan 
negeri akan mencoba mendamaikan mereka”.4 Selanjutnya ayat (2) berbunyi: 
Jika perdamaian itu dapat tercapai, maka dalam sidang dibuat akta 
perdamaian di mana para pihak dihukum untuk melaksanakan 





Jadi, tidak dapat dipungkiri penjelasan dari Pasal 130 HIR ini lebih 
menghendaki penyelesaian perkara secara perdamaian daripada melalui proses 
gugatan di pengadilan, karena melalui perdamaian diterapkan konsep win-win 
solution yakni sama-sama menang sedangkan penyelesaian perkara melalui 
gugatan di pengadilan yang menerapkan konsep winning or losing yakni menang 
atau kalah.
6
 Penyelesaian perkara dengan menerapkan perdamaian juga terdapat 
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.  
SEMA ini diberlakukan untuk mengatasi tunggakan perkara. Dalam SEMA No. 1 
Tahun 2002 terdapat petunjuk bahwa hendaknya semua majelis hakim 
mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR, hakim yang 
ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang membantu para pihak kearah 
perdamaian, selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara hakim 
yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator sebagai penengah yang berusaha 
untuk menemukan penyelesaian yang saling menguntungkan, kemudian hakim 
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yang menjadi mediator tidak dapat menjadi hakim majelis pada perkara yang 
bersangkutan, kemudian hakim yang menjadi mediator diberikan waktu paling 
lama tiga bulan dan dapat diperpanjang bila ada alasan dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan Negeri, dan waktu itu tidak termasuk waktu penyelesaian perkara 
sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian 
Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 
Dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri disebutkan waktu penyelesaian perkara 
di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah enam bulan. Kemudian dalam 
SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara ditegaskan kembali 
mengenai waktu penyelesaian perkara selama enam bulan termasuk minutasi. 
Selanjutnya, dikeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam 4 (empat) 
Lingkungan Peradilan yang menyatakan batas waktu penyelesaian perkara di 
tingkat pertama adalah lima bulan.   
Hasil kesepakatan yang dibantu oleh mediator tersebut dituangkan dalam 
perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, lalu dibuat akte perdamaian 
(dading), dengan akte perdamaian tersebut para pihak dihukum untuk menempati 
apa yang disetujui, kemudian keberhasilan penyelesaian perkara melalui 
perdamaian akan dijadikan reward bagi hakim yang menjadi mediator. Namun 
jika usaha yang dilakukan hakim dalam melakukan perdamaian tidak berhasil, 
hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan 
pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup 
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peluang para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan, selanjutnya hakim 
yang menjadi mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
secara teratur. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini digantikan oleh PERMA Nomor 2 
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena dalam SEMA Nomor 
1 Tahun 2002 belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem 
peradilan yang memaksa, akibatnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak mampu 
mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian. 
PERMA  Nomor 2 Tahun 2003 ini menjadi alasan formil sebagai pedoman bagi 




Namun jika usaha perdamaian untuk menyelesaikan perkara tidak tercapai, 
maka dilanjutkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan. Pihak yang merasa 
dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk 
memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan 
gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.
8
 Gugatan ini dapat diajukan secara 
tertulis (Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg) dan dapat diajukan secara lisan (Pasal 
120 HIR/ Pasal 144 RBg). Namun dalam praktek peradilan sekarang, orang sudah 
tidak lazim lagi mengajukan gugatan secara lisan. Apalagi pada kasus-kasus 
perdata yang rumit dan nilai gugatannya besar, gugatan selalu diajukan secara 
tertulis, sehingga gugatan tersebut benar-benar dapat disusun secara logis, 
sistematis, dan lengkap.
9
 Beberapa asas hukum acara perdata menurut Sudikno 










Mertokusumo adalah hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya di 
persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, tidak 
ada keharusan mewakilkan dan juga terdapat asas peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai asas sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini berlaku bagi 
semua lingkup peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata 
usaha negara dan peradilan militer. Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas ini berlaku 
sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan 
Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, kemudian diubah dengan 
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diubah dengan 
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan selalu ada disetiap Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya peraturan tersebut harusnya 




Tujuan dicantumkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-
Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah dalam 
penyelesaian perkara dilakukan dengan efesien, efektif, dan biaya yang dapat 
dijangkau oleh masyarakat, serta tidak mengesampingkan ketelitian dan 
kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
10
 Maksud dari asas ini adalah 
seorang hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal 
mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang tidak terlalu 
lama.  
Kalimat “sederhana” ini dapat diartikan hakim pada saat mengadili 
memberikan pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dengan 
memakai kalimat yang mudah dipahami oleh para pihak.
11
 Dalam suatu perkara 
apabila dapat diupayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, 
maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. 
Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman).
12
 Dalam Pasal 161 HIR juga dirumuskan penyelesaian perkara  
dengan dilakukan sekali sidang langsung diputus, dengan begitu dapat dikatakan 
hukum acara dirancang sesederhana mungkin. Agar perkara dapat diselesaikan 
sesuai dengan tujuan dari asas peradilan yang sederhana.  
Kemudian dalam Pasal 121 HIR diuraikan setelah gugatan panitera 
dimasukkan kedalam daftar perkara, ketua langsung menetapkan hari dan jam 
untuk pemeriksaan perkara, sekaligus pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat 
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bukti yang akan digunakan. Pengertian kalimat “cepat” dalam suatu persidangan 
adalah bahwa seorang hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang 
berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-
bukti yang akurat dari para pihak segera memberikan keputusan dan waktunya 
tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu 
antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.  
Dalam Pasal 132 HIR disebut prinsip hakim aktif, bunyi pasalnya adalah 
sebagai berikut: 
Pada waktu memeriksa perkara, ketua berwenang untuk memberikan 
penerangan dan menunjukkan upaya hukum dan alat-alat bukti kepada 
para pihak, jika ia memandang perlu, guna kelancaran dan keteraturan 
pemeriksaan. 
Ketua berwenang untuk memberikan penerangan, yakni memberikan 
penjelasan secara rinci dalam memeriksa perkara, hakim dapat memberikan 
bantuan jika diperlukan, misalnya dalam hal orang yang tidak mengenal hukum, 
maka dengan bantuan hakim pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan 
teratur. Dengan begitu akan mempercepat proses peradilan. Menurut Pasal 161 
HIR prosedur beracara dirancang secara sederhana dan pasal ini merupakan salah 
satu pencerminan dari asas “sekali sidang putus”. 
Apabila asas “sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh seorang hakim 
pengadilan, maka dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun 
memberikan keputusan segera dalam suatu perkara, sudah tentu selain masalah 
akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan 
semakin ringan. Dalam HIR juga disebutkan mengenai berperkara tanpa 
membayar biaya (prodeo), yakni tercantum dalam Pasal 237 HIR yang berbunyi: 
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“Orang yang menggugat atau digugat dimuka pengadilan akan tetapi tidak mampu 
membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali beracara dengan 
cuma-cuma”. 
Bunyi dari pasal diatas menyimpang dari prinsip yang tercantum dalam 
Pasal 121 (4) HIR yang menetapkan bahwa untuk berperkara akan dibebani biaya 
perkara. Namun, bagi orang yang tidak mampu diberi kemungkinan untuk tidak 
membayar biaya perkara, hal tersebut tergantung dari Ketua yang akan 
mengizinkan atau menolak untuk berperkara secara cuma-cuma. Dengan begitu 
dalam pasal ini memberikan kesempatan kepada pencari keadilan yang tidak 
mampu untuk berperkara secara cuma-cuma.  
Seorang hakim hendaknya berperan aktif dan argumentatif, karena hakim 
bukan makhluk yang tak berjiwa, hakim memiliki hati nurani dan kesadaran 
moral. Fungsi dan kewenangan hakim adalah menegakkan hukum, dan keadilan, 
dengan begitu peran hakim harus aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang 
diajukan oleh para pihak, hakim harus menyaring kebenaran dan menyingkirkan 
kebohongan, serta menolak alat bukti yang mengandung fakta yang kabur sebagai 
dasar penilaian pengambil keputusan.
13
 Hakim yang aktif ini menunjang 
keberhasilan pencari keadilan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan ini sesungguhnya 
menunjukkan pelayanan penegak hukum yang baik terhadap masyarakat yang 
membutuhkan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hukum, jika dalam proses 
penyelesaian perkara yang berlarut-larut, maka masyarakat akan enggan 
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mengajukan perkaranya ke pengadilan. Tugas dari pengadilan adalah membantu 
para pencari keadilan dan berusaha dari segala hambatan untuk tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Namun, faktanya masih banyak para pencari keadilan yang mengeluh 
karena dirasa proses peradilan ini berjalan tidak efektif dan lamban, peradilan sulit 
diakses oleh rakyat sehingga rakyat sulit mendapatkan keadilan, dan juga ada 




Ada adagium Justice Delayed is Justice Denied, artinya terlambat memberi 
keadilan juga merupakan bentuk lain dari ketidakadilan. Faktanya, Mahkamah 
Agung mendapat kritikan mengenai menumpuknya perkara, yakni hingga puluhan 
ribu perkara. Sedangkan para pencari keadilan sudah bertahun-tahun menunggu 
keadilan.
15
 Tunggakan tersebut terjadi karena proses penyelesaian perkara di 
pengadilan dinilai lamban. Hal tersebut mengakibatkan para pencari keadilan 
lama mendapatkan keadilan. Akhirnya dibuat peraturan mengenai batas maksimal 
penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, harus selesai dalam waktu tiga bulan 
setelah disetorkan, dan di tingkat pengadilan negeri, batasan maksimal putusan 
perkara adalah lima bulan. Dengan begitu para pencari keadilan tidak akan 
berlama-lama menunggu mendapatkan putusan pengadilan.
16
 
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas mendorong penulis 
untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Asas Peradilan 
                                                          
14
PA Kota Madiun. Diakses di internet, 6 Desember 2017, http://www.pa-kotamadiun.go.id   
15
Internet, 18 Desember 2017, http://alumni.unair.ac.id  
16
Internet, 31 Januari 2018, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id  
11 
 
Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Semarang dan 
Pengadilan Agama Semarang”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian masalahnya dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Mengapa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah 
satu asas peradilan yang baik? 
2. Bagaimana pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang? 
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pastinya memiliki suatu 
tujuan yang hendak dicapai, seperti halnya dalam penulisan ini juga memiliki 
tujuan penulisan, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui mengapa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan menjadi salah satu asas peradilan yang baik. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan 






D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini terdapat manfaat praktis, dan manfaat teoritis, yakni 
sebagai berikut. 
1. Manfaat Praktis 
Masyarakat dan para penegak hukum dapat mengetahui mengapa asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu asas peradilan 
yang baik, dan dapat mengetahui pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang, 
serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan 
asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
2. Manfaat Teoritis 
Menambah informasi yang nantinya dapat digunakan oleh Program Studi 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan, serta 
menambah sumber informasi bagi para mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
tentang mengapa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu asas 
peradilan yang baik dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Semarang dan 




E. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: 
1. Metode Pendekatan 
Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penulis 
menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang 
menekankan proses pemahaman peneliti atas masalah yang diteliti untuk 
mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.
17
 Metode 
kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prisip umum yang melandasi 
perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-
pola yang dianalisis yakni gejala sosial budaya dengan memanfaatkan kebudayaan 
dari masyarakat untuk memperoleh pola-pola yang berlaku.
18
 
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yakni dengan memberikan 
penjelasan secara detail dan sistematis mengenai segala sesuatu yang berkaitan 
dengan mengapa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu 
asas peradilan yang baik dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama. 
                                                          
17
Petrus Soerjowinoto, Et.al, 2014. Metode Penulisan Karya Hukum. Fakultas Hukum Universitas 
Katolik Soegijapranata. Semarang. Hlm.8. 
18
Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Rineka Cipta, Hlm.21. 
14 
 
3. Objek Penelitian 
Objek Penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang kemudian 
akan dijabarkan sesuai dengan permasalahan yang ada yakni mengenai mengapa 
asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu asas 
peradilan yang baik, dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Semarang dan 
Pengadilan Agama Semarang. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 
untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut. 
a. Data yang diperlukan 
Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
1) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan belum diolah 
oleh pihak lain. 
2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang telah mengolah 
sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian dapat dikategorikan dalam bentuk 
hukum primer, sekunder, dan tersier. 
a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas 
norma-norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, meliputi: 
(1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR); 
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(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
(3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 
(4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; 
(5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 
tentang Standar Pelayanan Peradilan, dan; 
(6) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat 
Lingkungan Peradilan. 
b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan 
hukum primer. Bahan hukum primer berupa: buku hukum Acara Perdata, buku 
tentang Peradilan Umum, buku tentang Peradilan Agama,  skripsi, tesis, 
disertasi, hasil penelitian, majalah, berita cetak maupun berita online, serta 
jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan. Peraturan perundang-undangan lama yang telah direvisi maupun 
diubah dengan peraturan perundang-undangan yang baru seperti: 
(1) R.v ( Reglement of de Rechtsvordering); 
(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana digantikan dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman; 
(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung  sebagaimana 
digantikan dengan Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;  
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; dan 
(5) SEMA Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara, 
kemudian diubah dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1962 tentang 
Penyelesaian Perkara-Perkara, kemudian diubah dengan SEMA Nomor 2 
Tahun 1963 tentang Penyelesaian Perkara, kemudian diubah dengan 
SEMA Nomor 6 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri; 
(6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang 
Standar Pelayanan Peradilan. 
c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi sebagai 
pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
tersier yang dapat digunakan berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, dan ensiklopedia. 
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5. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
teknik wawancara untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk 
memperoleh data sekunder. 
1) Wawancara 
Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan 
Negeri Semarang, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, Hakim  Pengadilan 
Agama Semarang, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan Advokat. Dalam 
wawancara akan digunakan daftar pertanyaan yang terbuka, yang pelaksanaannya 
akan dilakukan oleh peneliti secara sepenuhnya. Wawancara digunakan untuk 
menggali informasi dan data mengenai mengapa asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan menjadi salah satu asas peradilan yang baik, sesuai dengan permasalahan 
yang ingin diteliti penulis.  
Dalam menentukan narasumber yang sesuai dengan tujuan permasalahan, 
maka penulis telah menentukan wawancara dilakukan kepada: 
a) Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang; 
b) Ali Nuryahya, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang; 
c) M. Rizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang; 
d) Tazkiyyatul Muthmainnah, Panitera Pengadilan Agama Kota Semarang; 
dan 





2) Studi Pustaka 
Selanjutnya, penelitian data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan 
pokok permasalahan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.  
6. Metode Analisis Data 
Hasil wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data 
sekunder yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Data yang telah tersusun 
sistematis lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang 
memberikan penjelasan-penjelasan secara rinci dan sistematis mengenai segala 
sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara asas peradilan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan dengan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Semarang dan 
Pengadilan Agama Semarang, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang 
akhirnya menjawab permasalahan mengenai mengapa asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu asas peradilan yang baik serta 
pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan 
Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. 
7. Metode Penyajian Data 
Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, lalu dilakukan 
pengolahan dengan proses editing, sehingga data akan tersedia dalam bentuk 
laporan hasil penelitian dengan permasalahan dan judul yang diangkat, yang 
diharapkan mampu menjawab pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan 




F. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan ini bertujuan agar penulisan ini sistematis, dalam 
penulisan ini, penulis membagi menjadi 4 bab, yakni sebagai berikut: 
BAB I, Pendahuluan, di dalamnya terdapat uraian latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup: 
teknik pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan 
data, metode analisa data, penyajian data, dan sistematika penulisan penelitian. 
 
BAB II, Tinjauan Pustaka, didalamnya terdapat uraian teori-teori yang akan 
digunakan sebagai dasar bagi penulis serta konstruksi teori yang akan digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan yang diuraikan dalam bab I. 
 
BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan didalamnya membahas permasalahan 
dimulai dari permasalahan pertama, sampai dengan permasalahan terakhir. 
Permbahasan yang pertama mengenai mengapa asas peradilan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan menjadi salah satu asas peradilan yang baik, pembahasan kedua 
mengenai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di 
Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang, dan pembahasan 
ketiga mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan asas 




BAB IV, Penutup didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari 
penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dari 
rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, dan rumusan masalah ketiga 
supaya lebih jelas. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu 
pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
